


2. Undang-Undang Republik Indonesia MNomor 14
Tehun 2008 tentang Ketsrbuluan Informasi Publilk

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Urndang Republik mdonesia Nemor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahut 2009 Nomor 1132,

Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

4, Undang-Undang Republik Indonesin 43 Nomor 2009
tenitang  Keamrsipan ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negam
Republik [Indoneia Nomor S5071);

5. Undang-Undang Republik ndonesia Nomor 12
Tahnn 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Undangan {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembarsn Negara Republikk Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undeng Republik Indonesia HNomor 30
Talun 2014 tentang Adminiatrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambehan Lembaran Negara Republik
Indoneaia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Republit Indenesia Nemor 23
Tahun 2014 teniang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoniesis Nomor 5587), eebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang MHomor 2 Tahun 2015
tenteng Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomior 5657);

8. Peraturan Pemerintah Namor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonieaia Tahun 2017 Nomer 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

mmm&hmmwdusﬂuﬁnm

{Lemabaran Negara Rupubllk Ithdumda Tahun 2014
Hn!nurail},



10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomtor 100 Tahun
2016 tentang Pedomsan HNomenklator Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kots (Berita Negara
Republilt Indoneaia Tahun 2016 Nomor 1908);

11, Peraturan Menter] Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Dasrah {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1956);

12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan eformasi Birckrasi Republik Indonesla Nomor 14
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan t Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik {Berita Negara Republlk Indonesia Tahun
2017 Nomor 708);

13,Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintashan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintabh Daerah Kabupaten
Balangsn (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
mhun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Dacrah
Kabupaten Balangan Nomor 43);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Balengan Nomor I4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daergh (Lembaran Dasrah Kabupaten
Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Dasral Kabupaten Balangan Nomor 12);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bglangan Nomor 9 Tehun
2019 temtang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daereh Kabupaien
Balangan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ; KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU FINTU, TRANSMIORASI
DAN TENAGA KERJA HKABUPATEN DALANGAN
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA,
ADMIN dan INOVATOR INOVAS] LAFAK JIWA PADA
DINA2 PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU FINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BALANGAN ]

KESATU  : Menunjuk Pejabui Perigelola Iovasi Lapek Jiwa pada
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,






LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSPTTK KABUPATEN BALANGAN

NOMOR
TANGGAL

: 188.45/ Y4

/ DMPSTSP-BLG/ TAHUN 2021
: 25 September 2021

NAMA PEJABAT PENGELOLA INOVASI LAPAK JIWA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN

No. Nama

Jabatan
Dalam Tim

Jabatan Dalam Dinas

1. | H. Abiji, S.Pd, M.AP

Pengarah

Kepala Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Transmigrasi
dan Tenaga Kerja Kab.
Balangan

2. | H. M. IWAN SETIADY,
SH

Penanggung
Jawab

Kabid Pengaduan,
Pengelola Data Sistem
Informasi Penanaman
Modal DPMPTSPTTK

3. | Akhmad, SH, MM

Ketua

Kasi Pengaduan dan
Konsultasi Pelayanan
DPMPTSPTTK

4. | Budimah, S.Sos, MM

Sekretaris

Kasi Pelaporan dan
Peningkatan Layanan
DPMPTSPTTK

5. | H. M. Firdaus
Hariadi, S. Sos

Anggota

Kasi Pengelolaan Sistem
Informasi DPMPTSPTTK
Kabupaten Balangan

6. | Isnaningsih, S.Sos,
MM

Anggota

Kasi Pelayanan Perizinan
Berusaha I DPMPTSPTTK
Kabupaten Balangan

7. | Ani Siswandari, S.Sos

Anggota

Kasi Pelayanan Perizinan
Berusaha II DPMPTSPTTK
Kabupaten Balangan

8. | Gusti Fitria Agustina

Anggota

Kasi Peningkatan dan
Pengembangan Investasi
Penanaman modal
DPMPTSPTTK Kabupaten
Balangan

9. | Windayani Fahria
Santi, S. Sos, MM

Anggota

Kasi Promosi Penanaman
Modal DPMPTSPTTK
Kabupaten Balangan

10. | Mariatul Hidayah,

S.pd, MM

Anggota.

Kasi Pengendalian dan
- Peigawasan Penanaman

| Modal DPMPTSPTTK

Kabupaten Balangan




11,

Kabupaten Balangan

Staf Binae Lingkungan
Hidup dan Pertanshan

Kebupsten Balangan

RE

Staf Dinas Perhubungan
Kabupaten Balangan

14,

Anggota

Staf Dinas Kominfo
Kabupaten Balangan

Angaota

Btaf Dinas Keschatan
Kabupaten Balangan

Staf Dinas Koperasi,

Perindustrian dan UMK
Kabupaten Balangan ’

‘Donald Simarmata

Kabupaten Balangan

14,

Adriani, 8.Kom

Staf Bideng Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan
Layanan DPMPTIF

M. Rijani Saputra

Staf Bidang Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan
Layanan DFMPTSP

Ridhani Surya
Buapa, 8H

Staf Bidang Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan

M. Ridha Azhar,
B Xom

Staf Pelaksana
DPMFTSPTTE Kab.

18.

M. lTham

Staf Pelaksana
DFMPTSPTITK Kab.

19,

Jamidl, 8, AP

Staf Pelaktsana
DPMPTSPTTK Kab.

Rubagyah, 8.808

Anggota

Staf Polaksana
DPMPTSPTTK Kab.

. | Munawearah, 8H

Staf Pelakeans
DPMFTSPTITK Kab.

Rinawat, 8.8308

stafﬁmah.am













